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Kata Pengantar
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Layanan Infromasi
Badan Publik Tahun 2025 ini dapat disusun dan disajikan dengan
baik.
Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus
dokumentasi atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan
informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu sepanjang Tahun 2025. Penyusunan laporan ini
berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang mengatur tata kelola informasi publik.
Sebagai PPID Utama, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kapuas Hulu terus berkomitmen untuk meningkatkan
kualitas layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan
mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan,
antara lain penguatan koordinasi dengan PPID Pelaksana pada
perangkat daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan sistem dan
prosedur layanan informasi publik.
Laporan ini memuat gambaran umum kebijakan pengelolaan
informasi publik, pelaksanaan pelayanan informasi, serta berbagai
inovasi dan capaian PPID selama Tahun 2025. Diharapkan laporan
ini dapat menjadi bahan evaluasi, referensi, dan dasar perbaikan
berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
terbuka dan partisipatif.
Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada
seluruh PPID Pelaksana, perangkat daerah, serta seluruh pihak yang
telah berkontribusi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan
layanan informasi publik di Kabupaten Kapuas Hulu. Semoga
laporan ini memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan
masyarakat luas.

Putussibau, 02 Januari 2025

PPID Utama

Kabupaten Kapuas Hulu,

HADI PRANATA,S.STP,M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19810207 200003 1 001

Informasi Publik
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GAMBARAN 
UMUM

Kebijakan
Pengelolaan Informasi Publik

Kebijakan Layanan Informasi Publik adalah

aturan yang mengatur cara pemerintah

memberikan informasi kepada masyarakat

secara terbuka dan mudah diakses. Melalui

kebijakan ini, setiap warga berhak memperoleh

informasi tentang kegiatan dan pelayanan

pemerintah, kecuali informasi tertentu yang

dilindungi oleh undang-undang. Tujuannya agar

pemerintahan berjalan lebih transparan,

masyarakat dapat ikut mengawasi dan

berpartisipasi dalam pembangunan, serta

terwujud pelayanan publik yang cepat, jelas, dan

bertanggung jawab.
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Adapun dasar hukum pelaksanaan layanan

Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu antara

lain :

1. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi Publik Dan Dokumentasi Di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Barat;

2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun

2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan

Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

3. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor

176/DKIS/2024 tentang Penetapan Pejabat

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

Hulu Tahun 2025;

4. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor

184 Tahun 2022 tentang Penetapan Informasi

Publik yang Dikecualikan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

5. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor

138 |/DKIS/2025 Penetapan Tim Sekretariat

Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas

Hulu;

6. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor

262 Tahun 2025 tentang Tim Monitoring Isu

Publik di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025;



Dalam melaksanakan fungsi layanan informasi dan

dokumentasi, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

menggunakan 4 (Empat) platform web aplikasi, antara lain :

1. Aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan

Online Rakyat )

yaitu sebuah layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan

masyarakat terkait layanan dan fasilitas publik yang

dilakukan secara online dan terintegrasi;

2. Aplikasi PPID ( Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi )

yaitu aplikasi untuk menyimpan, mendokumentasikan dan

menyediakan serta memberikan layanan terkait dengan

informasi publik kepada masyarakat secara online;

3. Portal Berita Bersama (info.kapuashulukab.go.id)

yaitu portal berita yang merangkum berita dari setiap OPD

terkait program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh setiap OPD, dimana masing masing OPD

berperan sebagai kontributor berita.

4. Aplikasi SIKEDIP (Sistem Kelola Daftar Informasi

Publik)

yaitu Portal informasi Publik untuk pengelolaan informasi

publik, yang terintegrasi antara OPDdi Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat

Kelima aplikasi tersebut wajib
dikelola oleh semua unit kerja
daerah atau Perangkat daerah
agar masyarakat Kapuas Hulu
dapat mengakses berbagai
informasi terkait dengan
pemerintah daerah, maupun
berkomunikasi dengan
memberikan opini, aspirasi atau
pun aduan yang nantinya akan
ditanggapi secara langsung oleh
unit kerja terkait.

Ringkasan
Pelayanan Informasi Publik
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Sarana Pelayanan Informasi Publik :

1. Ruang Layanan Informasi Publik (kondisi baik)
2. 1 Meja Layanan Informasi ( kondisi baik)
3. 1 Set Kursi Pemohon Informasi (kondisi baik)
4. 1 Set Kursi Tunggu (kondisi baik)
5. 1 Laptop Petugas (kondisi baik)
6. 1 Printer ( kondisi baik)
7. 1 Unit Digital Signed (kondisi baik)
8. Alat Tulis (kondisi baik)
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SARANA DAN PRASARANA



SDM PELAYANAN 
INFORMASI PUBLIK
PPID UTAMA
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No Klasifikasi Personil
Kualifikasi

Pendidikan

1 Pranata Humas Ahli Muda  

(1 Orang)

• Sarjana (S1)

2 Pranata Humas Ahli Pertama

(1 Orang)

• Sarjana (S1)

3 Penata Layanan Operasional

(2 Orang)

• Sarjana (S1)

4 Pengelola Layanan Operasional

(1 Orang)

• Diploma (D3)

5 Operator Layanan Operasional

( 2 Orang)

• SMA

Petugas layanan informasi publik merupakan staf pada 
bidang Komunikasi dan Informasi Publik yang telah dibagi

jadwal piket layanan



ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2025 
SEBESAR Rp. 92.470.560
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Rp.169.823.790

Rp. 217.880.404

Rp. 92.470.560

Yang digunakan untuk :

- Perjalanan Dinas ( Koordinasi dan pembinaan SLIP DESA)

- Rakor PPID tahun 2025

- Belanja Cetak dan ATK

- Makan Minum Rakor

- Tranportasi dan Akomodasi Narasumber Rakor

- Perpanjangan Website E-PPID
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Jumlah Permintaan Informasi Publik

Tahun 2025

Jumlah dokumen yang tersedia di aplikasi

http://ppid.kapuashulukab.go.id/ adalah

14.436 DIP dan di aplikasi

https://sikedip.kalbarprov.go.id/ berjumlah

1.572 DIP.

Sedangkan permintaan informasi publik

pada Tahun 2025 melalui aplikasi dapat

langsung mendownload dokumentasi

publik yang telah tersedia, dan jika

dokumen pada arsip aplikasi tidak

ditemukan maka pemohon informasi

mengisi form permohonan pada aplikasi

PPID.

Untuk dokumen yang telah didownload

sampai dengan Tahun 2024 adalah

sebanyak 1.870.605 dokumen .

ONLINE

47 OFFLINE

1.870.605
Download 

dokumen publik
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Waktu Proses 
Layanan Informasi
Tahun 2025

Waktu tercepat proses layanan yang 

dilaksanakan via aplikasi pada Tahun 2025 

adalah 1 hari kalender

1

Waktu terlama proses layanan yang 

dilaksanakan via aplikasi Tahun 2025 adalah

5 hari kerja
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Jumlah Permohonan

Dikabulkan

Tahun 2025

3 Dikabulkan melalui

ppid.kapuashulukab.go.id

Informasi Ditolak Tahun 2025

Tidak ada informasi ditolak pada 

tahun 2025
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KENDALA

EKSTERNAL/

INTERNAL



Kendala Eksternal
- Masih banyak desa yang belum

memiliki website desa yang

merupakan salah satu sarana untuk

keterbukaan informasi publik;

- Minimnya pengetahuan Masyarakat

tentang prosedur memperoleh

informasi publik melalui PPID

- Minimnya anggaran pada

kegiatan pelayanan informasi

publik menyebabkan masih

belum maksimalnya

pembinaan ke desa desa

terkait SLIP Desa serta

sosialisasi tentang PPID

- Rendahnya pemahaman PPID

Pelaksana terhadap tugasnya

sebagai PPID Pelaksana

Kendala Internal
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Kendala Eksternal dan Internal



REKOMENDASI/

RENCANA 

TINDAK 

LANJUT



Rencana Tindak Lanjut

▪ Melakukan prioritas kegiatan untuk memastikan anggaran yang tersedia
digunakan secara efektif;

▪ Melaksanakan sosialisasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik melalui media
sosial yang dikelola Diskominfotik;

▪ Mempertahankan indeks Keterbukaan Informasi Publik yang sudah diperoleh
dengan terus meningkatkan pelayanan publik kepada Masyarakat;

▪ Aktif menyampaikan informasi ataupun kebijakan terbaru terkait pelayanan
informasi publik pada WAG PPID Pelaksana maupun WAG Operator Aplikasi;

▪ Mendorong desa untuk memilik website desa sebagai sarana keterbukaan
informasi publik.
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Manfaat Inovasi bagi Masyarakat  adalah :

• Akses informasi lebih mudah dan cepat

Inovasi PPID seperti layanan digital, website, dan 
media sosial membuat masyarakat lebih mudah
memperoleh informasi publik kapan saja tanpa

harus datang ke kantor.
• Meningkatkan transparansi pemerintahan

Informasi yang terbuka dan mudah diakses

membantu masyarakat mengetahui kebijakan, 
program, dan penggunaan anggaran pemerintah
secara jelas.

• Mendorong partisipasi masyarakat
Dengan informasi yang lengkap dan terbuka, 
masyarakat dapat lebih aktif memberikan masukan, 

saran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan.

• Pelayanan publik lebih efisien

Proses permohonan informasi menjadi lebih
sederhana, cepat, dan terukur sehingga menghemat
waktu, tenaga, dan biaya masyarakat.

• Meningkatkan kepercayaan publik
Inovasi PPID yang responsif dan akuntabel
membangun kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah daerah.
• Mendukung hak masyarakat atas informasi

Inovasi memastikan hak masyarakat untuk

memperoleh informasi publik terpenuhi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Mengurangi potensi sengketa informasi

Informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses
dapat meminimalkan kesalahpahaman dan sengketa
antara masyarakat dan badan publik.

Manfaat Inovasi Bagi Masyarakat



LAMPIRAN



DOK



DOK



DOK



DOK



DOK



DOK



DOK



DIP
Informasi Berkala



DIP
Informasi Serta Merta



DIP
Informasi Setiap Saat



DIP

Si Kedip



REGULASI



PPID DESA



WEBSITE



WEBSITE



WEBSITE



FORM



FORM

DIBALIK FORM PERMOHONAN INFORMASI



FORM



FORM



FORM
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